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ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN 

PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN GOWA 

 

Identitas Informan 

Nama : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Jabatan : 

A. Untuk Dinas P3A Kabupaten Gowa 

1. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa 

menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencegahan Perkawinan pada 

Anak? 

2. Dengan terlaksananya kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia 

Anak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai? 

3. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang 

dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gowa telah memenuhi 

kepentingan anak? 

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan 

dini? 

5. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai seperti layanan psikolog dan 

pendampingan hukum yang diberikan dalam Pencegahan Perkawinan 

pada Usia Anak ini? 



 

 

 

6. Dalam kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada 

Usia Anak, adakah melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada 

kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia 

Anak? 

7. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan 

pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa? 

8. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)? 

9. Bagaimana cara untuk melindungi korban dan tindakan apa saja yang 

akan di lakukan pada korban maupun yang bersangkutan? 

10. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan 

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? 

B. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa 

1. Sebagai pihak pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa 

menjelaskan bagaimana latar belakang terbentuknya kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia 

Anak? 

2. Apakah kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang 

dibentuk telah memenuhi kepentingan? 

3. Bagaimana pandangan terhadap Bapak/Ibu pasangan pernikahan dini 

(anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak? 

4. Dalam kebijakan menyangkut masalah Pencegahan Perkawinan pada 

Usia Anak, adakah melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada 



 

 

 

kebijakan yang mengatur tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia 

Anak? 

5. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan 

pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa? 

6. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)? 

7. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan 

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? 

C. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Gowa 

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan 

bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak? 

2. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk 

menolak permohonan pengajuan dispensasi? 

3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini 

(anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak? 

4. Dalam pembentukan kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan 

pada Usia Anak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa? 

5. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)? 

6. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan 

pencegahan perkawinan pada anak ini? 



 

 

 

7. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan 

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? 

D. Untuk Kepala KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan  

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan 

bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak? 

2. Apa saja yang dilakukan oleh kua sebagai pelaksana untuk 

mencegahan Perkawinan pada Usia Anak? 

3. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk 

menolak permohonan pengajuan dispensasi? 

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini 

(anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak? 

5. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencegahan Perkawinan pada 

Usia Anak ini? 

6. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)? 

7. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan 

pencegahan perkawinan pada anak ini? 

8. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan 

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? 

 

 

 



 

 

 

E. Untuk Kepala Camat dan Kepala Desa/Lurah 

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan 

bagaimana latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Gowa untuk Mencegah Perkawinan pada Usia Anak? 

2. Apa saja yang dilakukan oleh kua sebagai pelaksana untuk 

mencegahan Perkawinan pada Usia Anak? 

3. Apakah kebijakan tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk 

menolak permohonan pengajuan dispensasi? 

4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini 

(anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak? 

5. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh 

Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Pencegahan Perkawinan pada 

Usia Anak ini? 

6. Bagaimana koordinasi dari para pihak pelaksana (dinas-dinas terkait)? 

7. Berasal dari mana dana yang digunakan dalam melaksanakan 

pencegahan perkawinan pada anak ini? 

8. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan kebijakan 

Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? 

F. Untuk Masyarakat 

1. Apa alasan yang mendasari Bapak/Ibu menikahkan anak usia dini? 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pasangan pernikahan dini 

(anak)/ calon mempelai yang tergolong masih anak? 



 

 

 

3. Apakah ada pihak dari Dinas kesehatan atau Kemenag melakukan 

sosialisasi pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini? 

4. Kendala apa saja yang dihadapi Bapak/Ibu saat sudah menikah di 

usia dini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Etik 

 



 

 

 

Lampiran 3. Surat Izin dari Fakultas 



 

 

 

Lampiran 4. Surat Izin dari DTSP Prov Sulsel  

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5. Surat izin dari PTSP Kabupaten Gowa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 8. Riwayat Hidup 

 

RIWAYAT HIDUP 
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6. Agama  : Islam 
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